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CATATAN

ATAS LAPORAN KEUANGAN 

KECAMATAN TEMBARAK
 KABUPATEN TEMANGGUNG



TAHUN ANGGARAN 2017
BAB I

PENDAHULUAN


Reformasi manajemen keuangan pemerintah merupakan salah satu agenda yang terus dilaksanakan Pemerintah Indonesia , termasuk pembaharuan landasan hukum. Pembaharuan dimulai dengan dkeluarkannya satu paket peraturan perundang –undangan di bidang keuangan , yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara , Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara , dan Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selanjutnya juga dengan terbitnya regulasi otonomi daerah yaitu Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang –undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang –undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mendorong aparatur Negara untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang baik , sehingga apa yang disebut Good Gavernance dapat tercapai. Salah satu upaya konkrit yang semestinya dilakukan guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah Laporan Keuangan Pemerintah yang disususn dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang diterima umum dan disampaikan tepat waktu.


Undang –undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang –undang Nomro 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan agar Bupati menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) selambat –lambatnya 6 ( enam ) Bulan setelah Tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan dimaksud setidak –tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca , Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah. Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran , Neraca , Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan .
A. MAKSUD DAN TUJUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksud agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas , tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan , karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahanpahaman diantara pembacanya. untuk menghindari kesalahpahaman tersebut , laporan keuangan harus dibuat catatan atas laporan keuangan ( CALK ) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan dalam memahami laporan keuangan.

CALK adalah bagian dari Laporan Keuangan yang merupakan lampiran dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Peraturan Daerah dimaksud pada hakekatnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD oleh Eksekutif dan legislative kepada public atau para pihak pembayar pajak yang secara normative adalah pemilik segenap kekayaan Negara yang dikelola oleh para pemegangnya di daerah.sedangkan maksud dan tujuannya untuk memberikan informasi secara nyata tentang Realisasi Anggaran, Neraca , Arus Kas beserta Catatan Atas Laporan Keuangankepada Pengguna yaitu masyarakat, legislatif , lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang member atau berperan dalam proses Donasi, investasi, dan pinjaman serta pemerintah. 
B. LANDASAN HUKUM

1. Undang –undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah –daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang –undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak bumi dan bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 , tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan Unadang –unadang Noro 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan .
3. Undang –undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Besas Korupsi, kolusi dan Nepotisme ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75 , Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 )
4. Undang –undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
5. Undang –undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
6. Undang –undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
7. Undang –undang nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional ;
8. Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
9. Undang –undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pysat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang –undang nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah;

11. Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah ;

12. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –undangan ;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang pengendalian jumlah kumulatif deficit anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta jumlah kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum ;

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman daerah ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ( lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 , tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4588 );
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3  Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah kepada Dewan perwakilan rakyat daerah ( DPRD ) ;
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antar Pemerintah, pemerintah daerah provonsi dan pemerintah daerah kabupaten / kota;

28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;

29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan , Pengundangan dan penyebarluasan Peraturan perundang –undangan ;

30. Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / jasa Pemerintah ;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan dan protokoler DPRD Kabupaten Temanggung ;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung 2008 – 2028 ;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008  tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung ;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJMD ) tahun 2005 – 2025 ;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati ;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja sekretaris daerah Kabupaten Temanggung ;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung ; 
39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Temanggung;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24  Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2016.
C. SISTEMATIKA

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan ( CALK ) Kabupaten Temanggung Tahun Anggran 2017 . secara sistematis terdiri dari :

Bab I
: Pendahuluan

Bab II
: ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab III
: Penjelasan Pos –pos Laporan Keuanagan 

Bab IV
: Penutup
BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN


Pada bab ini akan disajikan pembahasan dan analisa tentang keuangan sebagai aspek penunjang dari pencapaian kinerja kegiatan, sebagaimana telah diuraikan diatas. Aspek keuangan pada Tahun 2013 ini yang pertama menggunakan system Anggaran Kinerja. Anggran Kinerja pada prinsipnya meliputi 3 Komponen Pokok yaitu : (1) Komponen Pendapatan (2) Komponen Belanja Daerah (3) Komponen Pembiayaan 


Secara terperinci untuk Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung hanya menyajikan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah saja sesuai dengan keadaaan yang dilaksanakan olek SKPD Kelurahan sebagai Berikut :
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

KECAMATAN TEMBARAK
TAHUN ANGGARAN 2017
	NO
	URAIAN
	ANGGARAN

Rp
	REALISASI

Rp
	%

	1.
	Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c. Hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan

d. Lain-lain PAD yang sah
	0
0

0

0

	0

0

0

0

	

	
	JUMLAH PENDAPATAN

	0

	0

	



Dari tabel diatas secara keseluruhan target pendapatan dapat terealisasi sebesar 100 % yang di dapatkan dari jasa giro yang langsung di setor atau dipindahbukukan . 
REALISASI ANGGARAN BELANJA APBD

KECAMATAN TEMBARAK
TAHUN ANGGARAN 2017

[image: image1.emf]1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.858.022.700 Rp        1.674.054.102 Rp   90,1

 - BELANJA PEGAWAI 1.858.022.700 Rp        1.674.054.102 Rp   90,1

2 BELANJA  LANGSUNG 434.920.000 Rp            426.099.834 Rp       98,0

 - BELANJA BARANG DAN JASA 227.600.000 Rp            220.676.834 Rp       97,0

 - BELANJA PEGAWAI 57.350.000 Rp              57.247.000 Rp         99,8

 - BELANJA MODAL 149.970.000 Rp            148.176.000 Rp       98,8

JUMLAH BELANJA 2.292.942.700 Rp       2.100.153.936 Rp   91,6



Dalam pelaksanaan APBD 2017  realisasi belanja Kecamatan Tembarak mencapai 91,6% atau Rp. 2.100.153.936,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.292.942.700,00 yang terperinci belanja tidak langsung / Belanja pegawai sebesar 90,1 % sebesar Rp. 1.674.054.102,00 dari target yang ditetapkan Rp.1.858.022.700,00 , Belanja Langsung sebesar 98 % sebesar Rp.426.099.834,00 dari target yang ditepakan Rp. 434.920.000,00.
BAB III

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

I. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING –MASING POS –POS PELAPORAN KEUANGAN 

A. PENDAPATAN 

Untuk Kecamatan Tembarak  ada pos pendapatan yang berasal dari jasa giro rekening Bank Jateng yang langsung disetor atau di pindah bukukan . 
B. BELANJA 

1. Belanja Tidak Langsung

    Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai , Realisasi Belanja  

    Pegawai Tahun Anggaran 2017  sebesar Rp. 1.674.054.102,00atau 90,1  % 

    Dari anggaran sebesar Rp. Rp.1.858.022.700,00
2. Belanja Langsung

    Belanja Langsung meliputi Belanja Barang dan  Jasa , Belanja Pegawai, 

    Belanja Modal 






              Tahun Anggaran 2017
    Belanja Langsung                    
Anggaran                     Realisasi                         
    a. Belanja Barang dan Jasa

Rp. 227.600.000,00
Rp  220.676.834,00
    b. Belanja Pegawai                    
Rp.    57.350.000,00   Rp.   57.247.000,00
    c. Belanja Modal                      
Rp. 149.970.000,00
Rp. 148.176.000,00
    Jumlah Belanja Langsung         
Rp. 434.920.000,00
Rp. 426.099.834,00
a. Belanja Barang dan jasa 

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016 sebesar  Rp. 220.676.834,00 atau 97 % dari anggaran sebesar Rp. 227.600.000,00
b. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 57.247.000,00 Atau   99,8 % dari anggaran sebesar Rp. 57.350.000,00
c. Belanja Modal

Realisasai Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.148.176.000,00
Atau  98,8 % dari anggaran sebesar Rp. 149.970.000,00
          II. PENJELASAN LAPORAN NERACA 


   ASET

1   Kas dan Setara Kas 

     






Tahun Anggaran 2017
    Kas dan setara Kas

     a. Kas di Bank    




Rp.       0
     b. Kas di Bendahara Pengeluaran                       Rp         0
     c. Kas di Bendahara Penerimaan    

RP.        0
         Jumlah  Kas dan Setara Kas   

Rp.        0                            

Saldo Kas dan setara Kas sebesar Rp. 0 terdiri dari uang di rekening giro  Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.0 dana yang masih berda di bendahara Pengeluaran  sebesar Rp 0  dan uang di bendahara penerimaan sebesar Rp. 0.
a. Kas di Bank

Saldo kas di bank dalam Bentuk rekening giro bendahara pengeluaran dengan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 0
b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh Bendahara  Pengeluaran  Kecamatan Tembarak per  31 Desember 2017 sebesar Rp. 0
c. Kas di Bendahara Penerimaan 

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2016  sebesar Rp. 0

2. Piutang 

        Per 31 Desember 2016

        a. Saldo Piutang lain-lain









       Tahun Anggaran 2017


Piutang Sewa 


                
           Rp.    0   




Jumlah piutang lainl-laian 

           Rp.    0 
   3. Persediaan

 Per 31 Desember 2017  



        Tahun Anggaran 2017 

 a. A T K 






   Rp. 256.000

b. Bahan Kebersihan




   Rp.  150.000 

                  Jumlah Persedian 



   Rp. 406.000,00

   4. Investasi jangka Panjang 


   5. Aset Tetap 


       Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2017 tersaji sebagai

                   berikut

 
       Aset Tetap  : 


       a.Tanah


       b.Peralatan dan Mesin

                   c. Gedung dan Bangunan


       d. Jalan,Irigasi dan jaringan


       e. Aset tetap lainnya

Saldo akhir aset Tetap Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 4.121.105.623,66 yang  Disajikan di Neraca merupakan hasil mutasi dan belanja modal Tahun Anggaran  2017 ( Neraca Awal ) sampai dengan tahun 2017 ( Tahun berjalan ), sehingga atas penyajian Saldo Aset Tetap tersebut hanya berdasarkan mutasi penambahan dan pengurangan dari realisasi belanja Modal yang dilaksanakan Kecamatan Tembarak dan koreksi hasil pemeriksaan.

Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2017 dapat dijelaskan sebgai berikut  :

a. Tanah 

Aset  Tetap Tanah sebesar 


Rp.307.675.000,00

b. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar 
Rp. 912.677.000,00

c. Gedung dan Bangunan 

Aset Tetap Gedung dan bangunan sebesar 
Rp.1.746.451.070,00

d. Jalan,Irigasi dan jaringan
Jaringan Listrik 



Rp.      5.000.000,00
7. Aset lain-lain



Aset lain-lain sebesar 



Rp.        2.500.000,00
              KEWAJIBAN   
1. Kewajiban Jangka Pendek
Utang Perhitungan pihak ke Tiga Rp. 19.476.246,00 terdiri dari utang tambahan penghasilan bulan Desember Rp.18.313.000,00, utang jasa kantor Rp. 1.163.246,00             

             EKUITAS DANA  
1. Ekuitas  Dana Lancar

Surplus (deficit)
 


Rp. 19. 476.246,00
Cadangan persediaan


Rp.       406.000,00-
Jumlah 




Rp   19.882.246,00
Selisih Jumlah Asset lancar dengan Hutang jangka pendek sebesar Rp. 19.882.246,00 merupakan ekuitas dana lancar Kecamatan Tembarak.
2. Ekuitas Dana Investasi 

Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang

Rp                      0,00

Diinvestasikan dalam aset tetap



Rp. 2.350.008.420,15
Diinvestasikan dalam aset lainnya


Rp.                     0,00 +
Jumlah






Rp   2.350.008.420,15
Kewajiban  Jangka Panjang



Rp.                     0,00 -
Jumlah 






Rp. 2.350.008.420,15
Jadi jumlah Ekuitas Dana Investasi Kecamatan Tembarak ada Rp. 2.350.008.420,15
BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan , Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip –prinsip tat pemerintahan yang baik (good governance) , sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. prinsip-prinsip dimaksud meliputi : Partisipasi , Penegakan Hukum , Transparansi, Kesetaraan , Daya Tanggap , Wawasan kedepan , Akuntabilitas , Pengawasan , Efisiensi , Efektifitas dan Profesionalisme.

Kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan , Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun 2017 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan Pemerintahan , Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.






      Tembarak ,       Januari 2018
                            


                        CAMAT  TEMBARAK 






        Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Barang 








        ADI PITOKO, S.Sos, MM
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Sheet1

		NO		URAIAN		ANGGARAN
Rp		REALISASI
Rp		%

				BELANJA DAERAH		Rp   2,292,942,700		Rp   2,100,153,936		91.6

		1		BELANJA TIDAK LANGSUNG		Rp   1,858,022,700		Rp   1,674,054,102		90.1

				 - BELANJA PEGAWAI		Rp   1,858,022,700		Rp   1,674,054,102		90.1

		2		BELANJA  LANGSUNG		Rp   434,920,000		Rp   426,099,834		98.0

				 - BELANJA BARANG DAN JASA		Rp   227,600,000		Rp   220,676,834		97.0

				 - BELANJA PEGAWAI		Rp   57,350,000		Rp   57,247,000		99.8

				 - BELANJA MODAL		Rp   149,970,000		Rp   148,176,000		98.8

				JUMLAH BELANJA		Rp   2,292,942,700		Rp   2,100,153,936		91.6












